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Abstract 
 

Corruption Eradication Commission the competent authorities to investigate 
cases of corruption in Indonesia, from 2009 to 2012 did not escape from 
conflict with another investigation agency ie the Indonesian National Police. 
Disharmony between the KPK and the police role to solve various cases of 
corruption, seen between the KPK and the police seizure of authority has 
occurred in resolving corruption cases. Therefore, it is necessary to study in-
depth about the function and role of each of these law enforcement agencies in 
order to be harmonization future pattern of good relationships between them. 
Based on this understanding, the writing of this thesis statement formulated 
three issues, namely: first how the relationship between the KPK and the 
National Police of the Republic of Indonesia is now in eradicating corruption 
in Indonesia, both what the cause of the relationship between the KPK and the 
National Police of the Republic of Indonesia does not harmonious in 
combating corruption in Indonesia, and the third how to harmonize the 
relationship between the KPK and the National Police of the Republic of 
Indonesia in combating corruption in Indonesia. 
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A. Pendahuluan 
Permasalahan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi  akan tetap 

menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penyidikan tindak 
pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum bagi 
para koruptor yang ada di Indonesia. Bagi para koruptor, korupsi dianggap 
sebagai virus karena korupsi telah menjadi semacam praktek sosial yang 
diterima tanpa adanya penolakan berarti ditengah masyarakat, menerima tips 
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dianggap sebagai rezeki, menerima imbalan pada petugas kantor dianggap 
luhur, dan seterusnya.1  

Meskipun asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis diberlakukan 
diantara mereka, tetap saja tabrakan kewenangan tetap terjadi. Padahal jika 
dikaji asas tersebut memberi ketentuan bahwa KPK merupakan lembaga yang 
lebih berwenang menangani berbagai perkara korupsi di Indonesia. Setelah 
asas tersebut mengatur kewenangan diantara KPK dan Polri. KUHP juga 
mengatur mengenai asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis ini, pada pasal 
103 bahwa:2 “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini 
juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-
undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang 
ditentukan lain.”  

Jelas tersirat di dalam pasal ini bahwa ketentuan yang diatur secara 
khusus lebih diutamakan dari ketentuan yang umum.  

Selanjutnya di dalam Pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Polri 
selain merupakan memelihara keamanan, ketertiban di masyarakat, 
menegakkan hukum, memberi perlindungan dan pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat, Polri juga berperan dalam melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dikaitkan dengan kasus-kasus 
korupsi, Polri juga memiliki peranan untuk melakukan penyidikan bagi kasus 
korupsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah lahirnya KPK, 
Polri berhak melakukan penyidikan hanya kepada kasus korupsi berskala 
Rp.1.000.000.000,- kebawah. Sedangkan di dalam Pasal 6-7 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditegaskan 
bahwa KPK adalah lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berskala 
Rp.1.000.000.000,- keatas. Disamping tugas mereka yang lainnya seperti 
koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang 
berwenang, melakukan tindakan pencegah tipikor, dan melakukan monitor 
kepada penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Maka dari uraian diatas jelas menyatakan bahwa KPK adalah lembaga 
yang lebih berwenang menangani tindak pidana korupsi daripada Polri, akan 
tetapi berdasarkan fakta yang ada tidak jarang KPK bertabrakan 
kewenangannya dengan Polri. Kita bisa menganalisa melalui beberapa fakta 
ini. 

Pada tahun 2009, istilah Cicak versus Buaya 1 berhasil menjadi topik 
utama pembahasan di masyarakat. Sebab ini adalah pertama kalinya KPK dan 

                                                           

        1 Erdianto Efendi, “Korupsi sebagai Virus Epidermis”, Riau Pos, 6 Mei, 2008. 
        2 Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Polri memiliki permasalahan yang sangat besar. Kasus ini terjadi bermula dari 
penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang Jenderal polisi yaitu 
Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang merupakan Mantan Kepala Badan 
Reserse Polri. Korupsi yang dilakukan oleh Jenderal ini adalah senilai 
Rp.28.000.000.000,- (Rp.28 Miliar). Seiring dengan diusutnya kasus tersebut, 
Polri berbalik mengkriminalkan pejabat KPK juga yaitu Mantan Ketua KPK 
Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan alm.Nazaruddin Zulkarnaen, 
Mantan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran sepulang bermain golf di 
Padang Golf Modernland, Tangerang.3 

Pada tahun 2012 kasus Cicak versus Buaya 2 diantara KPK dan Polri 
kembali terjadi yaitu mengenai kasus korupsi pengadaan simulator SIM  yang 
dilakukan oleh pejabat Polri lagi. Dimana korupsi yang dilakukan senilai 
Rp.196.870.000.000,- (Rp.196,87 Miliar). Kasus kali ini sangat unik, dimana  
penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kedua instansi tersebut secara 
bersamaan. KPK mengaku telah melakukan penyelidikan sejak 20 Januari 
2012 dan berlanjut ketahap penyidikan sejak 27 Juli 2012. Polri pun 
menyatakan argumennya yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Drs.S.Usman 
Nasution,SH.,MH. selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri 
bahwa Polri telah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut jauh 
sebelum KPK melakukan proses itu.4 

Semakin menarik untuk dikaji karena Polri memiliki alasan pembenar 
dalam melakukan tindakan tersebut.5 Jika ditelaah kembali sebenarnya pada 
Maret 2012, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK telah membuat kesepakatan atau 
Memorandum of Understanding (MoU) yang mana salah satu butir 
kesepakatan tersebut berisi pernyataan bahwa lembaga penegak hukum yang 
lebih dahulu menyelidiki suatu  kasuslah yang lebih berhak menangani kasus 
tersebut.6 Namun jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu 
pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi jelas kesepakatan yang menjadi alasan pembenar Polri 
ini mentah. Sebab jelas di dalam Pasal 50 ini dikatakan bahwa Komisi 
Pemberantasan Korupsi lebih berwenang menangani tindak pidana korupsi 
yang secara bersamaan meskipun juga disidik oleh Kepolisian dan Kejaksaan.  

Perlu diketahui sebenarnya keputusan siapa yang berhak menangani 
kasus tersebut bukanlah diputuskan karena pidato presiden melainkan 
memang keputusan bersama oleh KPK dan Polri. Pidato Presiden pada 
November 2012 berfungsi hanyalah sebagai saran bagi kedua institusi ini, 

                                                           

        3 http://nasional.vivanews.com/news/read/201942-mengapa-kpk-belum-tetapkan-si-pemberi-
suap, diakses, tanggal, 8 Januari 2012. 

        4Tempo, Simsalabim Jenderal SIM, Edisi 6-12 Agustus 2012,  hal.32. 

        5 Tempo, Mengapa Polisi Bertahan, Edisi 13-19 Agustus 2012, hal.38. 

        6 Tempo, Op.Cit, hal.36. 
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bukan menjadi faktor  penentu siapa yang berhak menangani seperti yang 
selama ini tersirat didalam pandangan masyarakat, opini yang bergulir 
menyatakan pidato Presidenlah yang menjadi acuan perdamaian dan penentu 
hak antara KPK dan Polri dalam memproses perkara tersebut. Pendapat ini 
salah besar sebab pidato Presiden ini sebenarnya hanyalah sebuah bentuk 
kepedulian kepala Negara akan konflik lembaga Negara yang dipimpinnya, 
jadi pidato ini tidak bisa menjadi patokan berfikir kita bahwa problem-
problem antara KPK dan Polri sudah berakhir dan hubungan antara KPK dan 
Polri sudah harmonis lagi. 

Dari segala keterangan yang ada menyatakan bahwa telah terjadi 
ketidakharmonisan peran antara KPK dan Polri untuk menyelesaikan berbagai 
kasus korupsi, terlihat antara KPK dan Polri telah terjadi perebutan 
kewenangan di dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan kajian mendalam mengenai fungsi dan peranan dari tiap-tiap 
lembaga penegak hukum ini agar kedepannya terjadi harmonisasi pola 
hubungan yang baik diantara mereka. 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pola hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan 

Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di 
Indonesia? 

2. Apa penyebab pola hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Kepolisian Republik Indonesia tidak berjalan harmonis dalam memberantas 
tindak pidana korupsi di Indonesia? 

3. Bagaimana cara mengharmoniskan pola hubungan antara Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? 

 
C. Pembahasan 

1) Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian 
Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di 
Indonesia 

Pola hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korusi 
sejauh ini masih penuh dengan kontroversi. Di dalam penelitian ini banyak 
sekali dibahas mengenai kewenangan KPK dan Polri tetapi lebih fokus ke 
penyidikan. 

Secara etimologis istilah “penyidikan” merupakan padanan kata 
Bahasa Belanda “opsporing”, dari Bahasa Inggris “investigation” atau dari 
Bahasa Latin “investigatio”.7 Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari 
kata “sidik”. Pertama sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat 
terang. Kedua “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti 

                                                           

       7 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan 
Masalahnya, PT. Alumni, Bandung,  2007, hal. 121. 



5 
 

mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-
bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka 
penyidikan artinya membuat terang kejahatan.8  

Berdasarkan kajian selama ini yang telah banyak dilakukan oleh para 
pakar pidana penulis menyimpulkan bahwa teori penyidikan yang ada 
tidaklah terbukti efektif lagi dilaksanakan oleh Polri selama ini. Karena, 
yang terjadi saat ini adalah peranan Polri telah menunjukkan 
ketidaksepahamannya Polri akan keberadaan lembaga KPK untuk 
menuntaskan tindak pidana korupsi yang ada dan juga Polri tidaklah bisa 
menjaga pola hubungan dengan KPK selaku rekan sekerjasamanya dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa KPK dan Polri 
memang adalah dua lembaga yang berbeda visi dan misi nya untuk 
memberantas tipikor di Indonesia. 

1.Peran Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberantas 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
telah bersinerji dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam merumuskan hal-hal yang menjadi 
ketentuan para penyidik KPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 
serta wewenangnya selaku aparat penegak hukum. Di dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga telah 
mengamanatkan ada satu lembaga khusus yang akan menangani masalah 
tindak pidana korupsi, yang disebut dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi yaitu dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam waktu 
paling lambat dua (2) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, 
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ 

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yaitu 
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 
(2) yang berbunyi : 

“Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas 
dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku“ 

Penanganan perkara korupsi oleh KPK dituntut harus bersifat 
tuntas dan jelas, oleh karena itu di dalam menjalankan tugasnya tersebut 
KPK dibekali dengan kewenangan yang luas seperti yang disebutkan 
diatas untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan luasnya 
kewenangan yang dimiliki oleh KPK tadi, KPK pun perlahan memiliki 
istilah yang sering disebut-sebut di media yaitu lembaga superbody. 

                                                           

       8 R. Susilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, 1979, hal.17. 
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Pada Bab ke VI bagian ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan mengenai 
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penyidikan berarti tindakan 
yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan 
bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.9  

Mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan peran penyidik KPK, 
ada beberapa wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai 
berikut :10 
1) Melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, atas dasar 

bukti dugaan yang kuat atau adanya bukti permulaan yang cukup; 
2) Wajib membuat berita acara penyitaan; 
3) Meminta keterangan kepada tersangka tentang harta benda istri atau 

suami, anak dan harta benda setiap orang dan korporasi yang diketahui 
dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukasn oleh tersangka, dan tersangka wajib 
memberikan keterangan tersebut; 

4) Membuat berita acara penyidikan setelah memperoleh bukti 
penyidikan yang cukup dan disampaikan kepada Kepala Bidang 
Penindakan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Sub Penuntutan. 

Keberadaan lembaga baru dalam pemberantasan korupsi sudah 
tentu secara operasional berada di dalam lingkup sistem hukum pidana 
yang berlaku di negara ini. Untuk mempersiapkan lembaga baru tersebut 
pemerintah bekerjasama dengan Asian Development Bank telah 
melakukan studi banding ke Singapura, Malaysia dan Hongkong.11 
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilandaskan pada pokok-
pokok pikiran sebagai berikut :12  
1) Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat sehingga 
masalahnya bukan hanya merupakan persoalan hukum semata 
melainkan persoalan sosial, ekonomi dan moralitas kelembagaan; 

2) Intensitas dan kualitas perkembangan korupsi yang sangat tinggi dan 
bersifat sistematis dan meluas keseluruh lapisan sosial saat ini 
merupakan ancaman dan bahaya terhadap bukan hanya moralitas 
bangsa melainkan terutama bertentangan dengan tujuan luhur para 
pendiri republik yang telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945; 

3) Penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 
sudah tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan 

                                                           

        9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hal.109. 

        10 Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 
2002, hal.125. 
       11 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2005. 
       12 Romli Atmasasmita, Latar Belakang Pembentukan KPTPK di Indonesia, Jakarta, hal. 6-7. 
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kejaksaan semata, akan tetapi harus juga dilaksanakan oleh lembaga 
khusus dan dengan cara-cara yang khusus dan spesifik asal 
diwujudkan dalam bentuk undang-undang; 

4) Karakteristik dan kualitas korupsi sudah merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat dan sejalan dengan pasal 
29 Deklarasi HAM Universal PBB maka pemberantasan tindak pidana 
korupsi dibolehkan membatasi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa 
sepanjang ditujukan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas 
yaitu melindungi hak-hak asasi rakyat. 

KPK dibekali dengan berbagai kewenangan yang luas dimana 
kewenangan itu berguna untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. 
Bahkan KPK dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum negara 
lain berdasarkan perjanjian internasional atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di dalam melakukan proses penyidikan, KPK 
dapat menyadap, merekam pembicaraan, memerintahkan instansi yang 
terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta 
keterangan bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 
keuangan  tersangka atau terdakwa dan melakukan pemblokiran rekening 
yang diduga hasil korupsi. 

Proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tak jarang luput dari 
perlawanan yang didapati dari pihak-pihak yang diduga melakukan 
korupsi, contohnya saja ketika Antasari Azhar masih menjabat sebagai 
ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dimasa Antasari ada berbagai 
perlawanan yang dialami oleh KPK dalam melakukan penyidikan seperti 
ketika KPK melakukan proses penyidikan dan penangkapan terhadap 
Tersangka Jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga diduga menerima suap 
dari Arthalyta Suryani senilai Rp. 6,1 miliar. Ketika tim penyidik 
melakukan penangkapan, Jaksa Urip pun ikut melakukan perlawanan 
dengan meronta-ronta dan sambil mengoceh, bahkan Jaksa Urip sempat 
jatuh terguling sebelum dimasukkan kedalam mobil tahanan KPK. Urip 
juga diborgol karena selalu meronta dan memecahkan kacamata Sugeng 
Basuki, salah seorang dari tim penyidik KPK. Jelas sekali bahwa Jaksa 
Urip menolak untuk ditahan. Sebelum melakukan penangkapan, 
penyelidik KPK juga telah melakukan pengintaian terhadap Urip pada 
tanggal 2 Maret 2008 dikediaman Artalyta Suryani dilengkapi dengan 
video rekaman penangkapan dan juga foto-foto kamera tim penyidik 
KPK.13 Ada banyak kasus korupsi lagi yang telah berhasil dibuka dan 
dituntaskan dimasa kepemimpinan Antasari Azhar. Masyarakat yang 
sudah muak dengan tindak korupsi dilingkungan birokrasi memuji-muji 
keberaniannya. Saking buasnya dia terhadap koruptor, sampai julukan 
Macan Korupsi tersandang lekat padanya.14 Sampai akhirnya semua 
kinerjanya tersebut berakhir ketika Antasari menjadi tersangka 

                                                           

       13 http://beritasore.com/2008/09/04/jaksa-urip-divonis-20-tahun-penjara/, diakses, tanggal, 31 
Januari 2013. 

       14 Taufik Pr. Yani dan Jay A.M, Antasari dan Kisah Pembunuhan Menjelang Pemilu, Pustaka 
IIMan, Depok, 2009, hal. 163. 
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pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, Mantan Direktur Utama PT. Putra 
Rajawali Banjaran. Akhirnya Antasaripun lengser dari jabatan ketua KPK 
yang digantikan oleh Muhammad Busyro Muqoddas di tahun 2010. 

Pada KPK Jilid 3 untuk periode 2011-2015 terpilihlah seorang dari 
Makasar yang cukup populer juga dimasa ini yaitu Abraham Samad. 
Diawal kepemimpinannya, Abraham Samad sudah langsung diberikan 
amanat untuk menyelesaikan berbagai penemuan tindak pidana korupsi 
masa Antasari Azhar. Penyidik KPK di bawah kepemimpinan Abraham 
Samad juga bergerak semakin gesit dan penuh kontroversi juga. Seperti 
yang telah penulis sampaikan di dalam latar belakang yang penulis buat 
bahwa kasus korupsi terhangat saat ini yang belum menemui penyelesaian 
adalah kasus korupsi pengadaan simulator SIM senilai Rp. 196,87 Miliar. 
Dalam penyidikan kasus ini banyak kejadian yang cukup menegangkan 
yang dialami penyidik KPK dari para anggota Polri. Polemik pun mulai 
terjadi dan merekah diantara para penyidik Polri dan penyidik KPK.  

2.Peran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberantas 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Peranan dari Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di 
Indonesia seperti yang penulis sampaikan bahwa mulai dari Undang-
Undang Dasar sampai ke peraturan perundang-undangan lainnya sudah 
tegas menyatakan mengenai wewenang Polri dalam hal penyidikan 
khususnya. 

Polri memiliki peran penting juga didalam memberantas korupsi di 
Indonesia telah diatur oleh beberapa peraturan penting seperti :15 
1) Berdasarkan Keputusan Kapolri Nopol KEP/14/93 dan Nopol 

KEP/15/XII/93 tanggal 13 Desember 1993 tentang Penyempurnaan 
Pokok Organisasi dan Prosedur Beserta Susunan Personalia dan 
Perlengkapan Badan pada Tingkat Kewilayahan Polri dan Tr. Diserse 
Polri Nopol TR/211/IV/95 tanggal 21 April 1995 tentang Pembentukan 
Bagian Reserse Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polda beserta unit-
unit Serse Tindak Pidana Korupsi kepada tingkat Polres/TA dimana 
ditentukan bahwa pada tingkat Polda dibentuk Kepala Bagian Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) dibawah Kadir Serse sedang pada tingkat 
Polres/TA dibentuk Unit Tipikor dibawah Kasatserse; 

2) Pasal 1 angka (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 4 sampai dengan 49 
menentukan bahwa Polri merupakan penyidik tunggal. Kemudian, 
dalam ketentuan pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 beserta penjelasannya 
disebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana 
undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 
(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik 
yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

                                                           

       15  Putri Dwi Handayani, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka 
Penegakan Hukum di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, 
hal.45. 
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3) Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 (LNRI 2002-2; TLNRI 4168) tanggal 8 Januari 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

Polri sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana 
(Criminal Justice System), berwenang melakukan tugas penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara 
Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus 
korupsi,16 selain lembaga-lembaga hukum seperti KPK dan Kejaksaan. 

Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan17, terhadap kasus-
kasus korupsi, sejak awal proses penyidikan kasus senantiasa berkordinasi 
dengan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) untuk 
menghindari bolak-balik perkara sejak berulang. 

Polri dalam menyidik kasus terkesan lambat, mengingat 
kewenangan Polri selaku penyidik, untuk menyelidiki pelaku atau 
tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai atau 
monitoring kurang percaya lagi kepada Polri untuk menuntaskan kasus-
kasus tindak pidana korupsi. Hal ini juga semakin diperkuat dengan 
kejadian yang sedang terjadi di ranah Polri sekarang yaitu kasus simulator 
SIM ini. Banyak hal sebenarnya yang telah dilakukan Polri dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia namun seakan semuanya 
menjadi sia-sia. Sebab sepanjang kiprah yang telah dimiliki Polri dalam 
upaya penegakan hukum khususnya dalam hal memberantas korupsi, Polri 
memiliki kelemahan utama yaitu tidak terpercayanya lagi para polisi untuk 
melakukan kinerjanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di saat ini. 
Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Polri dapat dibuktikan 
dengan beberapa fakta yang tercatat di media , yaitu seperti :18 
1) Rekening Gendut Petinggi Polri ,Pihak yang diduga terlibat: 17 

perwira Polri yang diduga memiliki rekening tidak wajar Hasil Akhir : 
Mabes Polri menyatakan bahwa 17 rekening petinggi Polri tersebut 
dinilai wajar. Proses hukum tidak dilanjutkan. Komisi Informasi Pusat 
memutuskan Polri harus buka 17 rekening yang dinilai wajar namun 
hingga saat ini belum dibuka. 

2) Suap dari Adrian Waworuntu tersangka pembobol BNI 46 senilai 
Rp1,7 triliun. Pihak yang diduga terlibat : Mantan Direktur Ekonomi 

                                                           

       16 Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)  huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
POLRI bahwa POLRI bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

       17 Pasal 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi Negara dan pejabat pegawai negeri sipil 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Untuk 
menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang yaitu : 1) Menerima laporan atau 
pengaduan adanya tindak pidana;  2) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal badan; 3) Mengambil sidik jari dan identitas orang; 4) Menggeledah badan. 

      18 http://nasional.kopmas.com/read/2012/08/03/08564924/Sesuai.UU.KPK.Lebih.Berhak. 
Tangani.Kasus.Korlantas, diakses, tanggal, 2 Februari 2013. 
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Khusus Bareskrim Brigjen Samuel Ismoko dan Mantan Kapolri Dai 
Bachtiar. Internal Polri telah memeriksa Samuel Ismoko dan 24 
penyidik kepolisian terkait dugaan suap tersebut. Hasil Akhir : Hanya 
tiga orang yang diproses hukum dan divonis penjara. Kombes Iman 
Santosa, Brigjen Samuel Ismoko dengan 20 bulan penjara. Komjen 
Suyitno Landung dengan 18 bulan penjara. Sedangkan aliran suap 
yang diduga mengalir ke mantan Kapolri Dai Bachtiar dihentikan 
penyelidikan karena tidak cukup bukti. Dai Bachtiar sendiri 
membantah adanya suap 

3) Suap dari dalam penanganan kasus pajak yang melibatkan petugas 
pajak Gayus Tambunan. Dugaan suap kepada penyidik dan pimpinan 
Bareskrim Polri. Hasil Akhir : Dijerat 2 pelaku kompol Arafat diproses 
secara hukum dan divonis 5 tahun penjara dan AKP Sri Sumartini 
divonisi 2 tahun penjara. Pelaku lainnya : Brigjen Raja Erizman, 
Brigjen Edmon Ilyas, AKB Mardiyani dan Kombes Pambudi 
Pamungkas hanya disidang etika Polri dan dijatuhi sanksi 
administratif. 

4) Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (Jarkom) dan alat 
komunikasi (alkom) Mabes Polri pada tahun 2002-2005. Dugaan 
kerugian negara mencapai 240 miliar dan diduga melibatkan petinggi 
Polri dan pihak swasta. Mabes Polri telah memeriksa mantan kepala 
Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf dan telah 
ditetapkan Henry Siahaan dan Santo, dua bos PT Chandra Eka Karya 
Pratama sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum 
selanjutnya tidak jelas. DPR membentuk Panitia Kerja Komisi Hukum 
yang diketuai Akil Mochtar namun kelanjutannya tidak jelas. Selain itu 
Kabareskrim Makbul Padmanegara mengatakan tidak ada unsur pidana 
dalam kasus proyek dalam kasus proyek pembangunan alkom-jarkom 
Polri tahun 2002-2005 senilai Rp 602 miliar. Untuk itu pihaknya 
menyerahkan ke Irwasum Polri karena ada unsur administrasi. 

Beberapa fakta diatas menjadi dasar penulis untuk menganalisis 
bahwa kinerja Polri selama ini telah dicap lemah dalam hal penegakan 
hukum oleh masyarakat dan penilaian dari masyarakat ini dapat dikatakan 
benar sesuai dengan fakta yang ada.  Jika dikaji dengan teori kewenangan 
yang ada peran daripada Polri sebagai institusi yang lebih dahulu memiliki 
kepercayaan untuk menangani seluruh tindak pidana berdasarkan amanat 
Undang-Undang Dasar sudah tidak sejalan dengan teori ini. Sebab, analisa 
yang penulis lakukan dengan berbagai fakta diatas menyimpulkan bahwa 
Polri tidaklah menjalankan kewenangannya lagi dengan kondusif serta 
tidak sesuai lagi dengan harapan bangsa dan Negara.  

Dalam memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini juga sudah 
diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan bersinerji dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri semakin melemah 
menjalankan tugasnya dan semakin buruk efek di kewenangannya. 
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3.Pola Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik 
Indonesia Saat Ini dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di 
Indonesia 

Hubungan antara KPK dan Polri pada dasarnya dikala KPK baru 
terbentuk sangatlah harmonis sebab para penyidik yang ada di KPK pun 
adalah berasal dari Polri sampai dengan saat ini, KPK belum memiliki 
penyidik independen milik KPK sendiri.  

Menurut Todung Mulya Lubis kekurangan KPK saat ini adalah 
tidak adanya penyidik KPK yang benar-benar independen milik KPK 
sendiri19, berdasarkan wawancara forum yang penulis lakukan dengan 
Todung Mulya Lubis pada saat diadakan seminar Korupsi oleh Ikatan 
Advokat Indonesia (IKADIN)20, beliau menyatakan bahwa sampai 
sekarang penyidik independen yang ada di KPK hanya ada sekitar 30 
orang, selebihnya berasal dari penyidik Polri. Ini membuktikan bahwa 
dalam hal penegakan hukum peranan antara KPK dan Polri pada dasarnya 
tidak bisa dipisahkan karena aturan yang sudang terlanjur diterapkan oleh 
undang-undang. 

Pola hubungan antara KPK dan Polri selama ini, sebenarnya 
semakin membuka track record Polri dikancah penegakan hukum 
Indonesia. Dimana Polri terlihat kurang konsisten dengan visi dan misi 
yang diembannya bersama KPK. Hal ini terbukti dengan banyaknya fakta 
konkrit yang menunjukkan bahwa diranah Polri sendiri banyak sekali 
pejabat yang terjerat kasus korupsi. 

Sejak lahirnya lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan 
Korupsi di Indonesia, citra Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di 
semakin buram. Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak melakukan 
kinerjanya kerap kali tampil secara kontroversi dan hampir setiap 
kinerjanya disadur di media massa. Polri, semakin terfokus kepada segala 
perbuatan-perbuatan tindak pidana yang bersifat umum diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Masyarakat yang juga berperan dalam mengontrol kinerja dari para 
lembaga penegak hukum, berdasarkan berbagai pemberitaan yang ada 
selama ini, secara tidak langsung sudah mulai bisa memberikan 
pengertiannya akan peranan KPK dan Polri dalam melakukan tugasnya 
untuk memberantas korupsi di Indonesia. 

Banyak hal yang menjadi parameter masyarakat dalam melakukan 
kajian mendasar pada kinerja KPK dan Polri. Seperti halnya kasus-kasus 
korupsi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, ada banyak kasus 
korupsi yang terpecahkan oleh KPK, dan Polri sebagai lembaga tempat 

                                                           

       19 Todung Mulya Lubis, Anatomi Korupsi dan Peran Serta Publik dalam Pemberantasan 
Korupsi di Indonesia, materi pada Seminar Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Hotel Furaya, 
tanggal, 22 Desember 2012. 

       20  Seminar Ikatan Advokat Indonesia, Membedah Anatomi Korupsi dan Upaya 
Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau, disampaikan ketika forum diskusi dimulai, penulis 
menanyakan pendapat Todung Mulya Lubis mengenai pendapat beliau akan para penyidik KPK, 
dilaksanakan, tanggal, 22 Desember 2012. 
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KPK berkordinasipun sudah mulai tertutupi oleh kinerja KPK. Lex 
Spesialis Derogat Lex Generalis yang terkandung dalam Pasal 103 
KUHAP tersebut semakin tampak juga pengertiannya dalam berbagai 
upaya penyelesaian kasus korupsi yang ada. Karena, dari sekian banyak 
kasus korupsi yang ada, sebagian besar terpecahkan oleh lembaga yang 
dikancah penegakan hukum masih bisa dikatakan baru merintis kiprahnya 
ini. Meskipun usia lembaga ini masih tergolong baru, namun prestasinya 
dalam menuntaskan kasus-kasus para pencuri keuangan negara tidaklah 
sedikit lagi. 

Ternyata tidak hanya anggota dewan yang terhormat saja yang 
merasa terganggu dengan keberadaan KPK di Indonesia, akan tetapi Polri 
pun sebagai rekanan KPK dalam menjalankan upaya pemberantasan 
korupsi punya sentimen tersendiri pada lembaga superbody satu ini. Hal 
ini bisa terjadi jawabannya adalah karena KPK lebih proaktif dalam 
menjalankan peran penyidikan sampai penuntutan masalah korupsi. 
Ditambah lagi saat ini KPK sedang gencar-gencarnya mengganyang para 
pelaku koruptor yang tanpa diduga sebelumnya banyak juga menjerat para 
pejabat dan petinggi Polri. Miris rasanya membahas hal ini, sebab semakin 
membahas hal ini kita semakin menemukan alangkah bobroknya moral 
para penegak hukum di Indonesia ini. Indonesia yang terdiri dari 33 
provinsi ini, berdasarkan catatan Kompas, hanya lima provinsi dari 33 
provinsi di Indonesia yang para aparatur negaranya tidak terkena kasus 
hukum.21 

Integritas moral para penyelenggara negara, pejabat publik, 
pegawai negeri maupun masyarakat merupakan faktor kedua yang 
memiliki potensi masalah korupsi. Faktor ini sangat subjektif dan 
situasional yang terbentuk dalam waktu lama, dimulai melalui pendidikan 
sejak masa kecil, bahkan ada yang mengatakan sejak dalam kandungan 
ibunya. Faktor ini terbentuk oleh lingkungan, disamping faktor bakat yang 
diturunkan (heriditer). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata 
membuahkan cerita pilu juga diranah penegakan hukum negara ini. 
Banyak peluang dan celah virus korupsi ini menyebar, sampai-sampai para 
prajurit hukum pun lenyap satu per satu dan menciptakan pola hubungan 
yang disharmonis antar lembaga seperti antara KPK dan Polri saat ini. 

2.  Penyebab Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Kepolisian Republik Indonesia Tidak Berjalan Harmonis dalam 
Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Penyebab pola hubungan KPK dan Polri ini tidak berjalan harmonis 
sebenarnya terdiri dari beberapa faktor yang sangat krusial dengan bidang 
mereka. Corruption hazard atau kerawanan korupsi adalah salah satu 
penyebab terdekat ketidakharmonisan pola hubungan KPK dan Polri setelah 
faktor moral yang mulai terperosok dan sistem yang ada dalam penegakan 
hukum kita. 

                                                           

       21 Kompas, terbitan, tanggal, 24 Januari 2011. 



13 
 

Adanya penilaian apakah hukum itu berguna atau tidak, adil atau 
tidak, hanya akan nampak pada penerapan dan penegakannya. Secara umum 
supremasi hukum dikaitkan dengan faktor ketaatan pemegang kekuasaan 
terhadap hukum yang digambarkan dengan ungkapan “government under 
the rule of law”.  Akan tetapi pada kenyataannya, yang memegang 
kekuasaan bukan hanya pemerintah, kekuatan ekonomi, politik maupun 
sosial yang dominan termasuk juga menjalankan kekuasaan terhadap 
masyarakat. Bahkan dengan kekuatan politik,ekonomi, dan sosial dapat 
memperalat negara atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya masing-
masing.22 

Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah 
hukum yang lemah, bahkan cenderung membela kekuasaan.23 Banyak para 
ahli yang telah memberikan pendapat mengenai sistem hukum di Indonesia, 
dimana sistem penegakan hukum yang ada, masih sangat terkungkung 
dengan kultur kolusi yang sangat pelik. Diperlukan revolusi hukum, yaitu 
upaya bersama mendorong perbaikan sistem, perilaku aparat dan penegakan 
hukum agar dijalankan dengan tegas dan adil.24 

Jika dikaji dari segi aturan tertulis yang berlaku di Indonesia, antara 
ketentuan yang ada di KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada beberapa pasal berbahaya juga 
yang membawa efek tidak harmonisnya hubungan KPK dan Polri. Pada latar 
belakang masalah penelitian ini sebenarnya telah diungkapkan oleh penulis 
seperti apa kajian akan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tersebut.  

Dalam ketentuan yang tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), Daniel Fizpatric dalam tulisannya The Case of 
Indonesia’s Code of Criminal Procedure dalam “Law and Society” yang 
diedit Timothy Lindsey,25 juga memberikan kritikan terhadap KUHAP 
diantaranya perihal kewenangan yang sangat besar kepada polisi untuk 
menyidik. Berkesinambungan kepada pendapat Daniel Fizpatric diatas, 
maka penulis sepakat bahwa Pasal 6 dan Pasal 10 KUHAP sudah tidak 
bersinergi dengan baik lagi terhadap ketentuan Pasal 13-19 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Karena, ketentuan yang tercantum di KUHAP 
terlalu menitikberatkan pada kinerja Polri tanpa para penyidik lainnya yang 
diatur secara khusus di dalam hukum pidana khusus. 

                                                           

        22 Chaerudin,dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. 
Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.38. 

        23 S.Anwary, Perang Melawan Korupsi di Indonesia, Penerbit Institut Pengkajian Masalah-
Masalah Politik dan Sosial Ekonomi “Institute of Socio-Economics and Political Studies”, Jakarta, 
2012, hal.76. 
       24 Ibid 

       25 Timothy Lindsey, Law and Society, The Federating Press, Sydney, hal.11. 
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Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga sepertinya patut 
diadakan, agar yang menjadi tujuan itu tidaklah hanya “Law enforcement” 
tetapi juga “Piece Maintenance”,26sebab secara umum masalah penegakan 
hukum yang ada di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus segera 
diperhatikan dan dibenahi seperti  kultur masyarakat tempat dimana nilai-
nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir 
substansi hukum yang akan ditegakkan, pendapat penulis ini sejalan dengan 
teori Lawrence M. Friedman mengenai substansi, struktur, dan kultur di 
dalam penegakan hukum. 

Teori Sistem Peradilan Pidana yang ada saat ini sesuai dengan 
pendapat dari Barda Nawawi Arif27 bahwa sistem peradilan pidana pada 
hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem 
penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau 
kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan 
hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Salah 
satu sub sistem kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan penyidikan oleh 
lembaga penyidik, sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ini 
bahwa teori sistem peradilan pidana menegaskan bahwa KPK dan Polri 
sebagai lembaga penyidikan haruslah ekstra aktif dalam menuntaskan 
persoalan korupsi di Indonesia, dan untuk mewujudkan tujuan dari SPP ini, 
KPK dan Polri haruslah meminimalisir kemungkinan tabrakan kepentingan 
dalam hal penyidikan diantara keduanya. Dalam sistem peradilan pidana, 
cara kerja sub sistem harus terintegrasi atau terpadu dengan sub sistem 
lainnya, disertai dengan adanya persamaan persepsi dalam mencapai tujuan 
pokok adanya SPP. Apabila sejak awal telah terjadi ketidak harmonisan, 
maka kepercayaan masyarakat pada sub sistem tersebut akan merosot. 
Bahkan tidak tertutup kemungkinan dampak yang lebih ekstrim lagi dapat 
terjadi yaitu masyarakat tidak lagi mempercayai sub sistem institusi dalam 
arti sempit dan SPP dalam arti luas.28  

Ada banyak masalah yang menjadi penyebab pola hubungan KPK 
dan Polri tidak berjalan harmonis dalam memberantas tindak pidana korupsi 
di Indonesia, yaitu : 

1) Masalah Tumpang Tindih Kewenangan; 
2) Masalah Kerjasama yang kurang solid dalam hal kordinasi 

antar lembaga; 
3) Masalah Egosentris antar Lembaga; 
4) Masalah Peraturan Perundang-undangan yang kurang 

bersinergi. 
Ada banyak fakta autentik tentang kasus-kasus yang terjadi di dalam 

institusi kenegaraan di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif, maupun 

                                                           

       26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 
Jakarta, 1983, hal.13.  

       27 Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 19,20,26. 
       28 Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta, hal.12. 
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yudikatif yang merupakan institusi paling krusial dengan persoalan-
persoalan dibidang hukum khususnya korupsi.  

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa persoalan paling serius yang 
dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah hukum yang lemah. Beliau juga 
menyatakan :  

“ Hukum kita tak punya paradigma keadilan dan keputusannya tidak 
dihormati. Prosedur legal dilaksanakan, tetapi isinya tidak memberikan 
keadilan. Sistem hukum kita juga tidak efisien dan sebagian terkesan masih 
kampungan karena makan waktu bertahun-tahun.” 

Pernyataan Jimly ini semakin menguatkan penulis bahwa teori 
sistem peradilan pidana yang ada sekarang sudah tidak lagi bersinerji 
dengan baik dalam hal penerapannya. Sebab seperti yang diungkapkan oleh 
Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pelaku korupsi itu tetap sama terutama 
dilakukan oleh oknum-oknum aparatur Negara yang berkolusi dengan 
korporasi hitam dan perorangan.29 Pendapat Jimly dan Susilo Bambang 
Yudhoyono ini kembali menguatkan penulis menjadi semakin kurang yakin 
dengan penerapan teori Sistem Peradilan Pidana saat ini , juga didasarkan 
dari pengupasan teori yang penulis lakukan dengan berbagai contoh konkrit 
mengenai korupsi yang ada, yaitu sebagai berikut: 

 
KEPOLISIAN KPK 
Anggota Polri yang 

terkait kasus korupsi/suap 
dalam perkara pembobolan 
Bank BNI oleh Grup 
Perusahaan Gramarindo, terjadi 
tahun 2002-2003 merugikan 
keuangan Negara 1,2 Triliun :30 

1. Komjen (Pol) 
Suyitno Landung, mantan 
Kabareskrim Mabes Polri. 
Divonis 18 bulan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan; 

2. Brigadir 
Jenderal (Purn) Samuel 
Ismoko, mantan Direktur 
Ekonomi Khusus Bareskrim 
Mabes Polri; 

3. Komisaris 
Besar Irman Santoso, 55, 
mantan kepala unit 
II/Perbankan dan Money 
Laundering Direktorat II 

Kasus yang 
menyerempet pejabat Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yaitu :31 

1. Antasari 
Azhar , mantan Ketua KPK, 
menjadi otak dibalik 
pembunuhan Direktur PT. 
Putra Rajawali Banjaran 
Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. 
Divonis 18 tahun penjara; 

2. Chandra 
Marta Hamzah dan Bibit 
Samad Rianto, keduanya 
mantan Wakil Ketua KPK, 
dituduh oleh Muhammad 
Nazaruddin terlibat dalam 
kasus suap dan rekayasa kasus 
pembangunan wisma atlet SEA 
Games dan kasus 
penyalahgunaan wewenang 
dalam pencekalan terhadap 

                                                           

       29 Ibid, hal.3. 
       30 Media Indonesia, terbitan 9 Juni 2006, dan Kompas, terbitan 12 Oktober 2006. 

       31 Litbang Kompas/STN, diolah dari pemberitaan Harian Kompas dan sumber-sumber lain. 
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Bareskrim Polri, dituntut 
hukuman empat tahun penjara 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. 

Direktur PT Masaro Radiokom 
Anggoro Widjojo dan 
pencabutan cekal terhadap 
Direktur PT Era Giat Prima 
Joko Soegiarto Tjandra. 
Statusnya tersangka , dan 
akhirnya setelah melalui 
polemik yang panjang, pada 1 
Desember 2009 Kejaksaan 
Agung menerbitkan Surat 
Keputusan Penghentian 
Penuntutan (SKPP) untuk Bibit 
dan Chandra. 

 
Dari beberapa fakta diataslah penulis menarik kesimpulan bahwa 

teori Sistem Peradilan Pidana yang ada sekarang tidaklah bersinergi lagi 
dengan segala fakta hukum yang ada saat ini sebab sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Denny Indrayana bahwa mafia peradilan di Indonesia 
merupakan persoalan krusial yang paling sulit diatasi. Hal ini bukan tanpa 
sebab. Mafia peradilan adalah sekelompok “gangster” atau oknum aparat 
penegak hukum yang melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme) secara sistematis dan rapi.32  

Kasus korupsi yang terjadi akhir ini ada di Korp Lalu Lintas Polri itu 
seperti kembali memperburuk hubungan KPK dengan Polri. Setelah KPK 
menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigadir Jenderal (Brigjen) 
Polisi Didik Purnomo, Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT 
CMMA), Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi 
Indonesia, Sukoco S Bambang, sebagai tersangka, Polri belakangan 
menyusul dengan menetapkan status tersangka terhadap tiga tersangka versi 
KPK.33 Sampai dengan sekarang, kasus ini masih dalam proses penyelesaian 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa kemajuan 
penyelesaian yang belum terdeteksi kapan menemui putusan finalnya. 
Simbiosis mutualisme, sikap antara satu lembaga dengan lembaga lainnya 
adalah salah satu istilah yang paling tepat untuk diistilahkan bagi instansi 
KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, 
sesungguhnya antara KPK dan Polri serta  Kejaksaan adalah 3 komponen 
yang tidak bisa dipisahkan. Namun, pada kenyataannya, KPK dan Polri serta 
Kejaksaan selalu mempunyai problematika independen antar lembaga 
penegak hukum ini. 

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPK dan Polri di dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

                                                           

       32 S.Anwary, Op.cit., hal.61. 
       33 Okezonenews » Home » Polhukam » Adhyaksa Dault Ikut Setuju Kasus Simulator SIM 
Dibawa ke MK , diakses, tanggal, 2 Februari 2013. 
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Negara Republik Indonesia menurut penulis telah bersifat tumpang tindih. 
Kenapa demikian? Bagi penulis, berbagai tugas dan kewenangan yang 
tersurat di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak lain hanyalah 
formalitas belaka. Sebab, dalam kenyataannya ketentuan peraturan 
perundang-undangan ini telah berhasil menjadi alat pemecah kordinasi antar 
lembaga penegak hukum ini dibanding untuk menciptakan keharmonisan 
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejalan dengan kalimat 
yang berkembang di acara televisi Indonesian Lawyers Club yang disiarkan 
oleh TV One bahwa34 sistem kita tidak baik, dan moral aparat jauh dari 
nilai-nilai yang  terkandung di dalam hukum. Kehadiran lembaga KPK 
sendiri adalah salah satu efek dari stigma moral di aparat penegak hukum 
kita yang sudah tidak baik lagi, dimana dampak terburuk dari segala 
perbuatan aparat penegak hukum ini adalah rusaknya citra lembaga 
penegakan hukum di Indonesia. 

3.  Cara Mengharmoniskan Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak 
Pidana Korupsi di Indonesia 

Harmonisasi Pola Hubungan KPK dan Polri dalam memberantas 
korupsi di Indonesia memang tidaklah mudah. Sebab, pengharmonisan pola 
hubungan ini memang harus diiringi juga dengan perubahan ketentuan 
kordinasi antara mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian 
Republik Indonesia  memang tak terpisahkan secara tugas dan tanggung 
jawab. Namun terbukti, kedua lembaga yang berdomain anti tindak pidana 
korupsi ini justru tersandung kasus korupsi juga. Kalau harus memilih antara 
berjuang untuk demokrasi atau kembali ke pemerintahan otoriter, sebagian 
besar akan memilih berjuang untuk demokrasi dan berharap pengorbanan 
mereka tidak akan sia-sia, jika tidak untuk mereka sendiri, paling tidak untuk 
anak-anak mereka.35 

KPK dan Polri dalam menjalankan kinerjanya, pada dasarnya sudahlah 
sangat memahami pengertian korupsi. Korupsi yang merajalela bukanlah 
sesuatu yang baru bagi mereka, yang baru bagi mereka adalah dibawah 
demokrasi, sosok pelaku kejahatan sudah berbeda, hukum dan ketertiban 
runtuh dan kejahatan meningkat pesat, dan kekayaan baru diekspor ke luar 
negeri sehingga banyak orang yang jauh lebih buruk hidupnya sekarang 
daripada sebelumnya.36 

Kasus simulator SIM yang sampai dengan saat ini belum juga selesai 
ditangani oleh KPK, adalah salah satu contoh nyata bahwa korupsi telah 
berhasil menghancurkan idealisme suatu lembaga terutama para pemangku 

                                                           

       34 TV One, Indonesian Lawyers Club, Jakarta, disiarkan Live pada tanggal 14 Februari 2013 
pukul 20.00 wib. 
       35 Gerald E. Caiden, The Ubiquity of Corruption, disiapkan untuk Society of Comparative 
Research, The Crisis of Confidence in Advanced Democrasies, European Parliament, Brussels, 7-9 
November 1996). 

       36 Ibid 
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jabatan tersebut yang pada akhirnya melakukan politik kekuasaan yang 
menyimpang. Kasus ini merupakan fakta baru tentang ketidakharmonisan 
KPK dengan Polri. Seiring berjalannya pemberitaan di media yang sangat 
dinamis, perkembangan tentang kasus simulator SIM belum juga menemui 
putusan akhir.  

Menurut pendapat Thomas C. Schelling: 
“Sebuah organisasi, bisnis atau yang lain, merupakan suatu sistem informasi, 
aturan-aturan untuk mengambil keputusan, dan insentif-insentif, kinerjanya 
berbeda dengan kinerja masing-masing orang didalamnya. Sebuah organisasi 
dapat lalai meskipun orang-orang didalamnya tidak lalai. Mengharapkan 
suatu organisasi mencerminkan kualitas masing-masing orang yang bekerja 
didalamnya atau menerapkan kepada orang-orang tersebut kualitas yang 
dapat dilihat didalam organisasi, berarti melakukan apa yang oleh para ahli 
logika disebut “kesalahan komposisi.” Kesalahan ini tentu bukanlah 
kekeliruan, tetapi dapat sangat berbahaya.”37 
Menurut Schelling bahwa masalah tanggung jawab sosial perusahaan, 

tetapi wawasannya juga berlaku bagi penelitian KPK dan Polri ini. Sebab, 
sering orang mengatakan bahwa organisasi, perusahaan atau lembaga itu 
korup adalah karena tidak bermoralnya orang-orang yang berada didalamnya, 
kemudian kita pun akhirnya bahwa salah satu jalan keluar dari kondisi itu 
adalah melakukan pendidikan moral dari generasi ke generasi. Namun, mulai 
dari sekarang cobalah untuk berfikir diposisi netral, dimana kita harus 
menjauhi komposisi berfikir yang condong menyalahkan salah satu aspek saja. 
Mari kita sebagai gantinya bertanya bagaimana perusahaan dan negara dapat 
mengubah “sistem informasi mereka, peraturan pengambilan keputusan, serta 
insentif-insentifnya” untuk mengurangi korupsi.38 

Pendapat Schelling ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan teori 
tindak pidana dan teori kewenangan. Sebab, menurut kedua teori ini yang 
benar-benar harus dibenahi itu adalah orang atau aktor pelaksana kebijakan itu 
bukanlah aturannya atau instansinya. Namun jika dikaji secara ilmiah 
mengenai tafsiran kedua teori ini dengan fakta yang ada, memang benar 
pendapat Schelling bahwa aturan yang ada tersebut jugalah yang perlu 
dibenahi. Tidak hanya pendidikan moralnya saja tetapi pada tatanan aturan 
juga perlu dibenahi, sebab peraturan yang menjadi rule bagi pelaksanaan 
upaya pemberantasan korupsi sangat penting. Karena setiap lembaga negara 
khususnya lembaga-lembaga penegak hukum di dalam menjalankan 
peranannya tidaklah terlepas dari aturan main atau pola kerja yang telah 
ditentukan dalam undang-undang. 

Teori harmonisasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini ikut 
membedah pola hubungan yang terjadi saat ini antara KPK dan Polri. 
Pendapat Rudolf Stammler yang menyatakan bahwa suatu konsep hukum 
bertujuan atau berfungsi hukum adalah  harmonisasi berbagai maksud, tujuan 

                                                           

       37 Thomas C. Schelling, “Command and Control.” Dalam Social Responsibility and the 
Business Predicament, ed. James W. McKie (Washington: The Brookings Institution, 1974), hal. 
83-84. 
       38 Robert Klitgaard, kata pengantar dari Selo Soemardjan dalam buku Membasmi Korupsi, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal.xxi. 
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dan kepentingan agar individu dengan individu dan antar individu dan 
masyarakat39 tetap menciptakan keharmonisan dan keteraturan sosial.  

Teori harmonisasi hukum juga memiliki tujuan yang sama dengan apa 
yang diharapkan penulis yaitu pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan 
hukum pidana disini adalah dari segala aspek baik dari aspek materil maupun 
aspek formil hukum tersebut. Sebahagian besar ahli pidana dan filsafat hukum 
yang berkembang dari negara-negara maju banyak bertolak dari pandangan 
hukum Neo Klasik yang memperhatikan tidak hanya aspek perbuatan pidana 
saja (dead strafrecht), tetapi sungguh memperhatikan aspek pelaku/pembuat 
(dead strafrecht) yang telah melahirkan berbagai kebijakan pidana dalam 
lingkup “criminal policy, social, penal policy, etc”40. Sependapat dengan 
pernyataan diatas bahwa dalam hal pembaharuan hukum pidana kita juga 
harus melihat ke masa Neo Klasik yang menatap tegas ke peran dari setiap 
aparat yang membuat kebijakan pidana. 

Peran dari lembaga tidak lepas dari jaminan pemerintah yang selalu 
menyatakan secara tersirat mengenai adanya penegakan hukum dan 
tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur 
yang selalu harus mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil 
guna (doelmatigheid) dan kepastian hukum.41 

Dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan 
terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. 
Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai 
ketertiban pergaulan antara manusia dan masyarakat harus mencerminkan 
kepastian hukum.42 Inilah yang menjadi kesepahaman penulis bahwa untuk 
mencapai tujuan bersama yaitu pembaharuan hukum pidana maka kita perlu 
berbenah lagi melalui pembahasan ulang berbagai peraturan perundang-
undangan terkait upaya pemberantasan korupsi agar kepastian hukum bagi 
masyarakat dapat tercipta.  

Pada umumnya masyarakat hanya mengharapkan kepastian. Dengan 
adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib. Lalu kepastian 
hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban 
masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan isi dari sutau negara 
hukum modern. Indonesia sebagai suatu negara hukum modern tentu memiliki 
tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan 
kesejahteraan rakyat.43 Khususnya bagi KPK dan Polri dalam mencapai cita-
cita bangsa dan negara ini, haruslah mampu menjamin kepastian hukum, agar 
kepercayaan, citra dan eksistensi lembaga penegak hukum inipun dapat terjaga 
dan tetap jadi pedoman di masyarakat dalam upaya menciptakan keteraturan 

                                                           

       39 L.M Gandhi, Op.cit, hal.4. 
       40 Bambang Purnomo, Jawaban Atas Dua Pertanyaan Dari Mahkamah Konstitusi, 
Yogyakarta 27 Juli 2007, hal.1-4.   

       41 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 
Bhakti, Bandung, 1993, hal.1. 

       42 Mohammad Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana 
Khusus, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal.12-13. 
       43 Ibid 
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sosial juga. Oleh karena itu menurut penulis, ada beberapa hal yang harus 
dibenahi oleh pemerintah dalam upaya mengharmoniskan KPK dan Polri, 
antara lain: 

 
1.Melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Tawaran revisi UU Polri yang penulis nyatakan ini adalah salah 

satu tehnik yang baik. Revisi undang-undang ini tepatnya di Pasal 13-19 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, dimana didalam pasal ini terkandung mengenai tugas 
dan wewenag Polri dalm menjalankan perannya sebagai penegak hukum. 
Yang jika dikaji secara ilmiah lebih dalam akan pengertian pasal-pasal ini, 
masih banyak kekurangan dalam sinerjisasinya dengan peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan secara khusus, salah satunya 
dengan Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi serta konsiderannya yaitu Pasal 103 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 

Sepanjang tahun 2012 yang lalu, perdebatan yang terjadi adalah 
mengenai revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi, padahal yang terpenting untuk direvisi itu sebenarnya adalah 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Mengapa demikian? Penjelasannya adalah sebab 
undang-undang Polri ini sudah tidak bisa lagi diselaraskan dengan 
berbagai ketentuan pidana khusus yang ada. Khususnya dengan undang-
undang KPK, dalam hal penyidikan, sepertinya memang di dalam undang-
undang Polri ini perlu dicantumkan secara tegas ambang batas tugas Polri 
jika fungsi penyidikan itu terkait dengan pidana khusus yang sudah 
memiliki aturannya tersendiri. Fokus revisi bisa dilakukan di Pasal 13-19 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, dimana 
fokus sasaran penulis adalah penambahan ketentuan tugas dan wewenang 
Polri dalam hal penanganan kasus-kasus pidana khusus seperti halnya 
kasus-kasus korupsi. Ini adalah salah satu tehnik untuk meminimalisir 
tabrakan pola hubungan KPK dan Polri kedepannya. 

Bibit Samad Rianto menyatakan bahwa saat ini masyarakat masih 
memandang pejabat publik sebagai “Dewa Penolong” atau “Sinterklas”44, 
pendapat Bibit ini sejalan dengan pemikiran penulis bahwa sistem 
pelaksanaan penegakan hukum itu kuat kaitannya dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Jadi, apabila undang-undang itu belum 
ideal sesuai dengan dinamika kehidupan birokrasi yang ada maka 
alangkah baiknya apabila undang-undang tersebut direvisi agar 
menciptakan sinergisasi yang baik dengan ketentuan perundang-undangan 

                                                           

       44 Bibit S. Rianto, Koruptor Go To Hell ! – Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia, Penerbit 
Hikmah, Jakarta, 2010, hal.96. 
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lainnya. Sebab menurut penulis salah satu benang merah yang kusut itu 
adalah didalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. 

2.Penyidik Independen KPK  
Salah satu faktor tumpang tindihnya tugas dan kewenangan KPK 

dan Polri saat ini adalah dalam hal penyidikan, dimana penyidik KPK saat 
ini sebagian besar adalah penyidik yang berasal dari Polri bukan penyidik 
yang secara independen dimiliki khusus oleh KPK. 

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa sampai sekarang 
penyidik independen yang ada di KPK hanya ada sekitar 30 orang, 
selebihnya berasal dari penyidik Polri.45 Pernyataan Todung Mulya Lubis 
ini ikut menguatkan pendapat penulis dalam hal pengadaan penyidik 
independen di tubuh KPK. Sebab sepanjang kiprah KPK sejak tahun 2002 
sampai dengan tahun 2013 ini, KPK di dalam menjalankan 
kewenangannya selalu terbentur dengan upaya penyidikan. Terakhir kasus 
mengenai kewenangan menyidiki ini terjadi di “Cicak versus Buaya 2” 
alias di dalam kasus simulator SIM yang telah kita kaji diatas.  

Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi peradialn itu 
begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemas dalam bentuk 
tahapan-tahapan prosesual prajudikasi yang meliputi tindakan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan lain-
lain, kesemua ini memberikan arah seolah adanya suatu justifikasi yang 
berlindung dibalik prinsip legalitas.46 

Pendapat Todung Mulya Lubis dan kegelisahan yang dimiliki 
penulis sepanjang penyidik KPK itu berasal dari Polri ternyata menjadi 
polemik juga dihati banyak masyarakat Indonesia. Sejak Abraham Samad 
menjadi Ketua KPK, gejolak terus berdatangan menghantam perahu KPK. 
Adanya masalah menyangkut profesionalitas penyidik KPK akibat sistem 
rekrutmen yang tidak independen.47 Keberadaan penyidik dari Kepolisian 
dan Kejaksaan jelas berpotensi memunculkan polemik dualisme kepatuhan 
sekaligus penodaan integritas. Banyaknya tudingan miring tentang tidak 
sterilnya penyidik KPK wajar terjadi, sebab para penyidik KPK yang 
secara tersirat mengemban dualisme ini tidaklah luput dari keberpihakan. 
KPK mutlak membutuhkan kekompakan, ketegaran, dan independensi.48 
Salah satu tehnik agar ketiga kualitas ini tercermin dari kinerja KPK, 
kepemilikan penyidik independen adalah salah satu upaya yang sangat 
baik menurut penulis. KPK harus memiliki penyidik sendiri, yang 
memang direkrut dan dididik khusus untuk KPK.49 

                                                           

       45 Seminar Ikatan Advokat Indonesia, Loc.cit. 
 
       46 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 
2009, hal.352. 
       47 S.Anwary, Op.cit, hal.15. 
       48 Ibid, hal.16. 
       49 Ibid 
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Korupsi dimasa kini berakibat lebih jauh pula daripada dimasa 
lampau. Korupsi dimasa kini, selain menggerogoti keuangan (kekayaan 
negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa 
terutama diakibatkan oleh intellectual corruption tersebut. Tidak 
mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat menghancurkan negara, 
menjatuhkan pemerintah, atau minimal menghambat pembangunan untuk 
kesejahteraan rakyat. Tanda-tanda telah telah mengancamnya malapetaka 
ini, antara lain apabila segala macam bentuk korupsi yang penulis uraikan 
ini telah menjangkiti banyak oknum pejabat (lebih-lebih kalau sudah 
merajalela dikalangan atas.50 

Endriartono Sutarto, Mantan Panglima TNI mengatakan bahwa 
akan melibas siapa saja yang berusaha membubarkan dan melemahkan 
KPK tanpa terkecuali anggota DPR. Pernyataan ini diungkapkan 
Endriartono disaat isu mengenai revisi UU KPK disampaikan oleh Komisi 
III DPR RI. Ditahun 2012 dimasa kepemimpinan Abraham Samad ini 
KPK memang tidaklah lepas dari berbagai terpaan badai dari lembaga 
negara lainnya.    

3.Melakukan Pendidikan Moral bagi Para Anggota KPK dan Polri 
Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK dan Polri jangan lengah 

untuk membenahi “rumah”51,mesti melakukan pembenahan kedalam demi 
upaya untuk “membersihkan” Indonesia, harus menggunakan sapu yang 
bersih.52  

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa :53 
“ di zaman edan ini penegakan hukum oleh Polisi, Jaksa, Advokat dan 
Hakim memerlukan kualitas yang progresif. Penegakan hukum yang 
biasa-biasa saja pasti tidak akan mempan menghadapi orang-orang yang 
sudah edan itu. Kita membutuhkan penegakan hukum serta penegak-
penegak hukum yang berkualitas beyond the call of duty, yaitu yang 
bekerja diatas standar biasa, di atas yang rata-rata.” 
 

Pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan zaman “edan” adalah 
salah satu kata-kata yang mampu mencakup nuansa dan kualitas dari 
zaman sekarang. Demoralisasi yang tersirat dari para aparat penegak 
hukum kita belakangan ini menuntut agar diadakannya perubahan besar-
besaran secara moral. Pendapat Satjipto mengharapkan agar para anggota 
KPK dan Polri mendapatkan pendidikan moral yang lebih intensif lagi, 
agar daya tahan dan sisstem kekebalan (imunitas) para anggota KPK dan 
Polri dalam mengganyang korupsi di Indonesia ini lebih baik lagi dari 
sebelumnya. 

                                                           

       50 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit Kompas, Jakarta, 
2001, hal.74. 
       51 Rohmat Haryadi, Chandra-Bibit, Membongkar Perseteruan KPK, POLRI, dan Kejaksaan, 
Penerbit Hikmah, Jakarta, 2009, hal.130. 

       52 Ibid 

       53 S. Anwary, Op.cit, hal.114. 
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Melihat kecenderunagn kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini 
khususnya dalam hal korupsi, maka masih agak sulit bagi kita untuk 
mencapai tahap marginal deterrence yaitu tahap dimana upaya-upaya 
kejahatan sudah berada pada tingkat minimkarena menurunnya tingkat 
kejahatan sebagai hasil pencegahan yang semakin efektif dan kesadaran 
masyarakat sendiri.54 Meskipun demikian marginal deterrence tersebut 
tetaplah harus menjadi tujuan pokok kita. Untuk mencapai tahap tersebut, 
disamping perlu kita meningkatkan kesiapan mental (kesadaran hukum) 
masyarakat termasuk para petugas yang profesional dan integritas moral 
dan disiplinnya kuat, juga penciptaan kondisi sosial ekonomi yang 
memadai sebagai langkah yang strategis perlu secepatnya diwujudkan.55 

Satjipto juga menyatakan bahwa ditengah krisis hukum seperti ini 
masyarakat tetap percaya dengan hukum, ini sungguh luar biasa bagus.56 
Berarti dibalik kekecewaan yang tergambar selama ini, masyarakat masih 
tetap memberi kesempatan besar bagi para penegak hukumnya untuk 
melakukan perubahan. Pendidikan moral yang diharapkan atas KPK dan 
Polri hendaknya dapat diwujudkan demi perbaikan pola hubungan KPK 
dan Polri kedepannya. 

Sependapat dengan Harry Tjan Silalahi yang menyatakan bahwa 
upaya penegakan hukum sebagai salah satu jalan keluar atas banyaknya 
masalah bangsa ini adalah dengan melakukan pendidikan moral kepada 
para anggota KPK dan Polri. 

Mahfud MD  juga menyatakan bahwa yang perlu direformasi itu 
moral penegak hukum, sebab mereka lebih sering mencari akal untuk 
menang, bukan untuk mencari keadilan. Sepakat dengan pendapat Mahfud 
MD, bahwa di ranah penegak hukum khususnya KPK dan Polri perlu lebih 
fokus lagi dalam hal pendidikan moral, sebab korupsi itu sangat rentan 
juga dengan hukum. Mahfud MD juga menyatakan bahwa korupsi bukan 
hanya pada permainan pasal, yang lebih berbahaya ialah proses 
pembentukan aturan hukum dan pelaksanaannya dimana semua itu 
teraplikasi via para penegak hukumnya seperti KPK dan Polri. 

Dimana dalam pencapaian nanti, proses itu akan menjadi pelajaran 
berharga sebagai penuntun atau metode proses-proses lainnya. Jadi 
tepatlah bahwa pendidikan moral dan mental bagi para anggota KPK dan 
Polri perlu sekali untuk dilakukan. 

4.Memperbaiki Pola Koordinasi Antara KPK dan Polri 
Banyak hal yang menjadi faktor pemicu kordinasi yang buruk itu, 

misalnya seperti komunikasi yang kurang baik dan kurang intensif antar 
lembaga KPK dan Polri. KPK dan Polri tersangkut berbagai polemik 
dalam hal pemberantasan korupsi pastilah tidak terlepas dari persoalan 
kepentingan tiap lembaga. Ada banyak opsi untuk menciptakan pola 
kordinasi yang baik tersebut. Saat ini kembali lagi ke KPK dan Polri 

                                                           

       54 Baharuddin Lopa, Op.cit, hal.18. 
       55 Ibid, hal.21. 
       56 S.Anwar, Op.cit, hal.113. 
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apakah siap untuk merajut kordinasi yang baik lagi dalam setiap kinerja 
yang berhubungan dengan pelaksanaan profesionalisme kerja ini yaitu 
pola hubungan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di 
Indonesia.  

Anies Baswedan berpendapat dan menegaskan perlunya pejabat 
negara mengedepankan nilai etika dalam menjalankan tugasnya. Ia 
menyayangkan perilaku pejabat negara yang gemar mengaburkan makna 
kebenaran dengan hanya menyandarkan pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Pendapat Anis Baswedan ini memiliki pengertian 
bahwa didalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPK 
dan Polri, KPK dan Polri haruslah mengingat etika berkordinasi diantara 
mereka, jangan malah sebaliknya saling serang karena egosentris antar 
lembaga. Mengedepankan kebenaran dan keadilan berdasarkan 
norma,nilai dan moral yang ada didalam lembaga, akan menunjukkan 
kredibilitas dan eksistensi positif yang ada didalam lembaga itu juga. 

Pandangan masyarakat yang selama ini telah memberi cap kepada 
KPK dan Polri sebagai lembaga yang sering bersaing dalam hal 
penanganan kasus korupsi haruslah segera dirubah. Citra KPK dan Polri 
dihadapan masyarakat haruslah terjaga dengan baik, sebagai lembaga yang 
sama-sama berperan dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran 
sudah selayaknyalah KPK dan Polri menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa mereka adalah lembaga yang punya prestasi besar57 dalam hal 
penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.  

Segala upaya ini dilakukan demi terciptanya tujuan dan cita-cita 
Indonesia saat ini yaitu dalam hal Pembaharuan Hukum Pidana, dimana 
saat ini koneksi dan integrasi yang terjalin antara KPK dan Polri tidaklah 
seperti yang diharapkan oleh masyarakat lagi. Jadi, jelas bahwa kita butuh 
sistem yang selalu berpihak juga kepada masyarakat yaitu efisiensi dan 
efektif. 

Karena itulah sudah saatnya saling menghormati, menghentikan 
konflik, dan menyetop persaingan. Saatnya untuk bersinergi memerangi 
korupsi58, menjalin kordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum 
yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, say Go to Hell 
for Corruption.59 

D.  Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 

1) Pola hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian 
Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi sejauh 
ini masih penuh dengan tumpang tindihnya kewenangan dalam hal 
penyidikan. Penyidik KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad 
juga bergerak semakin gesit dan penuh kontroversi juga. Dalam 
penyidikan kasus-kasus korupsi banyak kejadian yang cukup 

                                                           

        57 Rohmat Haryadi, Op.cit, hal.186. 
       58 Ibid 

       59 Bibit S. Rianto, Op.cit, hal.x. 
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menegangkan yang dialami penyidik KPK dari para anggota Polri. 
Polemik pun mulai terjadi dan semakin rumit diantara para penyidik 
Polri dan penyidik KPK. Banyak hal sebenarnya yang telah dilakukan 
Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia namun 
seakan semuanya menjadi sia-sia. Sebab sepanjang kiprah yang telah 
dimiliki Polri dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam hal 
memberantas korupsi, Polri memiliki kelemahan utama yaitu tidak 
terpercayanya lagi para polisi untuk melakukan kinerjanya berdasarkan 
fakta-fakta yang ada di saat ini. 

2) Penyebab pola hubungan KPK dan Polri ini tidak berjalan harmonis 
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya 
terdiri dari beberapa faktor yang sangat krusial dengan bidang mereka. 
Corruption hazard atau kerawanan korupsi adalah salah satu penyebab 
terdekat ketidakharmonisan pola hubungan KPK dan Polri setelah 
faktor moral yang mulai terperosok dan sistem yang ada dalam 
penegakan hukum kita. Ada banyak masalah yang menjadi penyebab 
pola hubungan KPK dan Polri tidak berjalan harmonis dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu seperti masalah 
tumpang tindih kewenangan, masalah kerjasama yang kurang solid 
dalam hal kordinasi antar lembaga, masalah egosentris antar lembaga, 
dan masalah peraturan perundang-undangan yang kurang bersinergi. 

3) Cara mengharmoniskan pola hubungan antara Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas 
tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari beberapa cara. Yang 
harus dibenahi oleh pemerintah dalam upaya mengharmoniskan KPK 
dan Polri. Pertama, melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tawaran revisi 
UU Polri yang penulis nyatakan ini adalah salah satu tehnik yang baik. 
Revisi undang-undang ini tepatnya di Pasal 13-19 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dimana didalam pasal ini terkandung mengenai tugas dan wewenang 
Polri dalm menjalankan perannya sebagai penegak hukum. 

2. Saran 
1) Keberadaan KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di 

Indonesia diharapkan dapat bersinergi dengan baik bersama 
Kepolisian, dimana dalam hal berkordinasi agar bisa menghindari 
diskomunikasi, yang dapat menyebabkan disintegrasi pada 
pelaksanaan tugas keduanya. Kepolisian sebagai lembaga yang 
menjadi salah satu pilar penegakan hukum juga diharapkan agar 
menjaga pola hubungan dengan KPK, sebagai lembaga yang lebih 
dahulu lahir untuk memberantas korupsi, hendaklah kini seiring telah 
lahirnya lembaga independen yaitu KPK, haruslah lebih menjaga 
batasan kinerja yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2) KPK dan Polri diharapkan dapat menciptakan sinergisasi yang baik, 
agar masyarakatpun  tetap memberikan penilaian yang bagus dan 
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apresiasi yang besar terhadap kinerja bersama yang dilakukan KPK 
dan Polri dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia diiringi 
dengan melakukan pendidikan khusus bagi para pejabat KPK dan Polri 
mengenai Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia, agar kedepannya 
semakin jelas apa saja hal-hal yang perlu dibenahi oleh para penegak 
hukum, pemimpin-pemimpin negara ini dan masyarakat untuk 
mencapai sistem yang efisien dan efektif . 

3) Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dapat terealisasikan demi tercapainya 
keharmonisan antar aparat penegak hukum. 
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